BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dikemukakan pada
pembahasan, maka dengan ini penulis membuat suatu kesimpulan
terhadap penelitian yang telah dijalani. Adapun kesimpulan tersebut
adalah:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bupati Purwakarta
terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun
2015 Tentang Desa Berbudaya yaitu megajukan gugatan ke
Mahkamah Agung untuk dilakukannya pengujian terhadap
Keputusan Gubernur Jawa Barat berdasarkan kewenangan
Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia Pasal 24A ayat 1 atau mengajukan keberatan
kepada Menteri Dalam Negeri yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 251
ayat 8. Faktanya sampai saat ini sejak awal diterbitkannya
Keputusan Gubernur tersebut yang telah membatalkan beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta tersebut tidak
dilakuaknnya upaya hukum apapun oleh Bupati Purwakarta

sebagai Sikap Bupati karena atas keyakinannya bahwa Peraturan
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Bupati Purwakarta yang telah dibuatnya tersebut dinilai sesuai
dengan koridor hukum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat
pedesaan di Kabupaten Purwakarta, sedangkan Keputusan
Gubernur tersebut telah berkekuatan hukum, artinya Bupati
Purwakarta tidak mengindahkan atau menghormati Keputusan
Gubernur Jawa Barat.

. Sejak awal diterbitkannya Keputusan Gubernur  Nomor
188.342/Kep.1354-Hukham 2015 Tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun
2015 Tentang Desa Berbudaya tahun 2015 sampai saat ini 2017
dua tahun berjalan tidak adanya tindakan hukum pemberian sanksi
apapun dari Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat
membuktikan tidak adanya ketegasan atau keseriusan atas hal
tersebut, adapun sanksi yang dapat diberikan yaitu sebatas teguran
berupa peringatan secara lisan atau tertulis, sedangkan sanksi
administratif, penundaan atau pemotongan DAU dan/ atau DBH
bagi daerah bersangkutan tidak dapat dilakukan sebagai mana
kewenangan Menteri atau Gubernur bagi daerah yang masih
memberlakukan Perda yang sudah dibatalkan oleh Peraturan yang
lebih tinggi, hal tersebut terjadi karena belum adanya pengaturan
yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan
terkait saknsi administratif bagi daerah yang masih memberlakukan

Perkada yang sudah dibatalkan oleh Peraturan yang lebih tinggi.
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B. Saran

Di bawah ini penulis sajikan saran-saran yang sekiranya dapat

berguna :

1. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini
Bupati Purwakarta untuk segera melakukan Upaya Hukum, yaitu
megajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya
pengujian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat berdasarkan
kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 24 A ayat 1 atau
mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah pasal 251 ayat 8, karena sebagai Sikap
Bupati Purwakarta atas keyakinannya bahwa Peraturan Bupati
Purwakarta yang telah dibuatnya tersebut dinilai sesuai dengan
koridor hukum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan di
Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat memulihkan nama baik
Bupati Purwakarta yang tercorengkarena anggapan tidak
mengindahkan, menghormati Keputusan Gubernur tersebut.

2. Disarankan agar Gubernur Jawa Barat menyampaikan usulan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Presiden
atau DPR-RI agar segera mengusulkan revisi terhadapi Undang-
Undang 23 Tahun 2014 untuk menambahkan pengaturan

mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Daerah Kabupaten/
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Kota yang tidak segera merevisi atau mencabut Perkada yang
sudah dibatalkan oleh perturan yang lebih tinggi sebagaimana
adanya pengaturan sanksi bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak
segera merevisi atau mencabut Perda yang telah dibatalkan oleh
Peraturan yang lebih tinggi, kemudian disarankan kepada Gubernur
Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan nyata vyaitu
meberikan teguran berupa peringatan kepada Bupati Purwakarta
untuk segera merevisi atau mencabut secara resmi Peraturan
Bupati Purwakarta tersebut karena jika tidak demikian maka
Gubernur Jawa Barat dinilai tidak tegas, serius dalam menanangi
persoalan demikian, sehingga Keputusn Gubernur tersebut dapat

dipertanggung jawabkan oleh Gubernur sendiri sebagai pembuat.
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